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DINAS SOSIAL
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AMBON
Kode Pos 97122

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU

a.

NOMOR : 060/37-PERENCANAAN/1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU,

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial
Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan
berupa Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi
Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Provinsi Maluku Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Perjanjian Kinerja;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Maluku
Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK),
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun
2019-2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU

kuantitas pelayanan
terhadap Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

3. Berpenghasilan yang cukup  untuk
memenuhi kebutuhan dasar minimal
Memiliki akses bagi Anak usia sekolah

5. Memiliki akses kesehatan dasar

-

Fakir Miskin

e Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan /Alasan / Penanggung | Sumber
Tujuan Sasaran Utama Formulasi Perhitungan Jawab Data
1 Meningkatkan Penyelenggara Presentase Sumber | Formulasi : Sekretariat Laporan
Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Daya Penyelenggara | Jumlah Penyelenggaraan Keseos yang
Sumber Daya Sosial yang Kesejahteraan Sosial | terstandarisasi : Total Penyelenggaran Kesos
Penyelenggara Berkualitas yang meningkat x 100
Kesejahteraan Sosial kapasitasnya
Penjelasan :
Kriteria sumber daya penyelenggara kesos
yang meningkat dapat di ukur melalui jumlah
penyelenggara kesos yang telah memenuhi
standart pekerja sosial professional
| 2 Meningkatnya PMKS yang Menurunnya angka | Formulasi : Bidang Laporan
 pelayanan terpenuhi Penyandang Perbandingan angka Penyandang Masalah Perlindungan data
| pemerintah daerah kebutuhan dasar | Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun lalu dan Jaminan
| serta partisipasi dan peningkatan | Kesejahteraan Sosial | dengan angka Penyandang Masalah Sosial,
masyarakat dan akses pada (PMKS) Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun ini Bidang
dunia usaha sebagai | pelayanan Rehabilitasi
Potensi dan Sumber | Kesejahteraan | Penjelasan : Sosial, Bidang
Kesejahteraan Sosial | Sosial Kriteria memenuhi Kebutuhan Dasar : Pemberdayaan
(PSKS) dalam 1. Dapat mengakses rumeah sederhana dan Sosial dan
meningkatkan sehat Bidang
kualitas dan 2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari Penanganan




Kinerja Utama

No. Indikator Kinerja Penjelasan /Alasan / Penanggung | Sumber
Tujuan —— Utama Formulasi Perhitungan Jawab Data
Kriteria berfungsi sosial :
Yang telah diobservasi meningkat
kemampuannya dalam melaksanakan tugas
kehidupan, dan perannya sesuai dengan
tingkat perkembangannya
Partisipasi Meningkatnya Formulasi : Bidang Laporan
masyarakat, presentase Jumlah pengangan PMKS tahun ini oleh PSKS | Pemberdayaan
dunia Usaha dan | masyarakat, dunia : Total populasi PMKS x 100 Sosial
PSKS yang usaha dan PSKS

berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
penanganan
terhadap PMKS

yang turut
berpartisipasi dalam
penanganan PMKS




